TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL Il BAVETI
TAHUN 2021

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tata Tertib ;

1. Musyawarah Nasional 1| BAVETI (Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia) / Tahun
2021 yang selanjutnya disebut MUNAS.

2. Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat BAVETI (PP BAVETI) yang merupakan

kesatuan dari Dewan Pembina, Penasehat dan Pengurus.

Pengurus Provinsi adalah Pengurus Provinsi BAVETI (Pengprov BAVETI)

Peserta dan Peninjau adalah Peserta dan Peninjau MUNAS.

Alat-alat kelengkapan MUNAS terdiri dari Pimpinan MUNAS, Formatur, Komisi atau

lembaga yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan MUNAS.

6. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau MUNAS.

7. Rapat Komisi atau Lembaga adalah Rapat yang dihadiri oleh Peserta dan Peninjau
yang menjadi anggota Komisi/ Lembaga tersebut.

8. Rapat Pimpinan MUNAS adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Pimpinan MUNAS.
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BAB Il
KEDUDUKAN DAN WEWENANG MUNAS

Pasal2

MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi BAVETI yang
peyelenggaraannya berlandaskan pada ketentuan AD/ART BAVETI.

Pasal 3

MUNAS memiliki wewenang :

1. Mengubah dan menetapkan AD/ART.

2. Membahas, menilai dan mengambil keputusan tentang laporan pertanggung
jawaban Pengurus Pusat.

3. Menetapkan pokok-pokok program kerja.
4. Memilih Ketua Umum dan Formatur untuk menyusun Pengurus Pusat BAVETI.
5. Membahas masalah-masalah organisasi yang dianggap penting serta

mengeluarkan keputusan-keputusan lainnya.



BAB Il
PESERTA DAN PENINJAU MUNAS

Pasal 4
MUNAS dihadiri oleh :
1. Peserta.
2. Peninjau.
3. Undangan.
Pasal 5

1. Peserta, MUNAS adalah Pengurus Pusat, dan 2 (dua) orang utusan Pengurus
Provinsi yang memperoleh surat mandat dari Pengurus Provinsi.

2. Peninjau, adalah utusan Pengurus Provinsi yang memperoleh surat mandat untuk
itu.

3. Undangan adalah perorangan yang diundang oleh Pengurus Pusat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 6

1. Hak Bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat , usul, saran, pendapat,
tanggapan dan pandangan baik secara lisan maupun tulisan dalam persidangan /
Rapat MUNAS, sedangkan Hak Suara adalah hak untuk mengambil keputusan
dalam setiap Rapat.

2. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara yang penggunaannya diatur sebagai
berikut:

a. PP BAVETI memiliki 1 (satu) hak suara.
b. Pengurus Provinsi masing-masing 1 (satu) hak suara.

3. Peninjau dan Undangan memiliki hak bicara.

Pasal 7

Peserta dan Peninjau wajib untuk:

1. Mematuhi Tata Tertib MUNAS.

2. Menghadiri Rapat pleno seperti yang diatur dalam Tata Tertib.
3. Memelihara kelancaran dan ketertiban MUNAS.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 8

Alat-alat kelengkapan MUNAS:

1. Pimpinan MUNAS.

2. Lembaga yang dianggap perlu dibentuk oleh MUNAS.
3. Formatur.



Pasal 9

Penyelenggara dan penanggung jawab MUNAS adalah PP BAVETI yang untuk
pelaksanaan MUNAS dibentuk Panitia Penyelenggara untuk melaksanakan MUNAS
yang tertib dan lancar.

Pasal 10

Pimpinan MUNAS dipilih dari dan oleh Peserta.

Sebelum Pimpinan MUNAS dipilih, MUNAS dipimpin oleh PP BAVETI sebagai
Pimpinan sementara.

Pimpinan sementara bertugas:

a. Menetapkan jadwal acara dan tata tertib MUNAS.

b. Mengatur pemilihan Pimpinan MUNAS.

Pimpinan MUNAS merupakan kesatuan kolektif yang terdiri dari:

a. 1 (satu) orang dari unsur PP BAVETI sebagai Ketua.

b. 2 (dua) orang dari unsur Pengprov BAVETI sebagai Anggota.

Pasal 11

Wewenang Pimpinan MUNAS.:

a. Memimpin Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan MUNAS.

b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya MUNAS.

c. Memimpin lobby sesuai persetujuan Rapat Pleno MUNAS.

Pimpinan MUNAS dalam melaksanakan tugas dibantu oleh alat kelengkapan
MUNAS.

Pasal 12

Pemilihan Ketua Umum yang sekaligus sebagai Ketua Formatur dilaksanakan
secara langsung, bebas dan rahasia.

Nama Bakal Calon sedikitnya disusulkan oleh 25 % peserta MUNAS dengan
memenuhi syarat dan kriteria sesuai ketentuan AD/ART.

Pimpinan MUNAS mengumumkan Bakal Calon Ketua Umum yang memenuhi
persyaratan sebagaimana pada ayat 2 diatas.

Apabila hanya terdapat 1 ( satu) orang calon Ketua Umum yang memenuhu
syarat, maka Rapat Pleno MUNAS menetapkannya sebagai Ketua Umum terpilih.
Pemilihan Calon Ketua Umum disampaikan oleh peserta MUNAS secara
langsung, bebas dan rahasia melalui pemilihan tertutup.

Calon anggota Formatur diusulkan oleh peserta unsur DPD Provinsi BAVETI dan
peserta Pengurus Pusat.

Pasal 13
Ketua Umum, Ketua Formatur dan Formatur

Formatur yaitu 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Rapat Pleno mewakili unsur
Pengprov dan 1 (satu) orang unsur PP demisioner.

Tugas Formatur menyusun personalia Pengurus Pusat BAVETI selambat-
lambatnya dalam tempo 2 minggu.



Pasal 14
Laporan Pertanggung Jawaban PP BAVETI

Pengurus Pusat BAVETI menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban dalam
MUNAS.

Pesert MUNAS memberikan penilaian melalui pemandangan umum dalam
MUNAS.

Pengurus Pusat BAVETI dinyatakan Demisioner oleh Pimpinan MUNAS setelah
menanggapi pemandangan umum peserta.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 15
Rapat Pleno MUNAS.
Rapat Pimpinan MUNAS.
Rapat Formatur.
Pasal 16

Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.

=

Pasal 17

Sebelum menghadiri rapat, setiap peserta dan peninjau wajib menandatangani
daftar hadir dan memperlihatkan tanda peserta dan peninjau.
Pimpinan rapat membuka rapat sesuai jadwal.

Pasal 18
Quorum

Rapat dinyatakan Quorum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta.
Bila belum mencapai Quorum, maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama
10 (sepuluh) menit sampai dua kali penundaan.

Bila penundaan rapat sebagaimana disebut pada ayat 2 diatas dan Quorum belum
tercapai, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah untuk mengambil
keputusan.

Pasal 19

Apabila peserta dan peninjau melanggar Tata Tertib dan atau mengganggu jalannya
rapat, maka Pimpinan Rapat dapat melakukan tindakan:

1.
2.
3.

Memberikan peringatan.
Membatalkan hak bicara sebagian atau seluruhnya.
Memerintahkan untuk meninggalkan ruang rapat.



Pasal 20

Rapat harus tercatat dalam risalah yang terdiri dari:

1.

2.
3.
4

Tempat, jenis dan acara rapat.

Hari, tanggal dan jam dibuka dan ditutup.
Nama Ketua dan Sekretaris.
Nama-nama peserta dan peninjau.

BAB VIl
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 21
Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat.

Keputusan dengan suara terbanyak diambil bila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai.

BAB IX
LAIN LAIN

Pasal 22

Bahan-bahan MUNAS disiapkan oleh PP BAVETI.

BAB X
PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tatat Tertib ini akan diputuskan oleh
Pimpinan Rapat MUNAS BAVETI atas persetujuan peserta rapat.

Panitia Penyelenggara MUNAS Il BAVETI



